Ketuk Palu MK

RES 2024 banyak
Pg;cl;inggalkan pole-
mik yang belum per-

nah dialami sebelumnya, dan
itulah yang sedang diper-

" debatkan para pihak pemo-
hon, termohon, dan terkait
dengan segala bekal argu-
mentasi hukum, bukti, saksi
dan ahli masing-masing di
hadapan yang mulia para
hakim Mahkamah Konstitusi
(MK). Banyak pihak mencer-
mati prosesnya dan menanti
hasilnya dengan harap-harap
cemas.

Dalam salah satu sesi awal
sidang MK, Mahfud MD se-
bagai unsur pemohon sempat
mengingatkan bahwa MK/-
Mahkamah Agung di Austria,
Ukraina, Bolivia, Kenya, Ma-
lawi, dan Thailand, pernah
membatalkan hasil pemily
sesudah memastikan secara
yuridis dan konstitusional
telah terjadi kecurangan da-
lam proses pemilu mereka.

Apakah hal yang sama
akan terjadi di Indonesia?
MK sendiri dalam kasus pe-
milu kepala daerah pernah
membatalkan kemenangan
Soekarwo atas Khofifah Indar
Parawansa di Pilkada Jawa
Timur, juga mendiskualifikasi
pemenang Pemilukada Beng-
kulu Selatan dan Kota Wa-
ringin Barat.

Pembatalan

Dalam fatsun normatif po-
litik, peluang pembatalan ha-
sil pilpres dimungkinkan jika
terjadi sejurnlah kondisi yang
extraordinary misalnya in-
dikasi kecurangan yang ter-
struktur, sistematis dan masif
(TSM); perbedaan signifikan
antara DPT dan rekapitulasi
perolehan suara, cacat prose-
dural yang serius; ditemukan
kekerasan, intimidasi, atau

pemaksaan yang menyudut- -

kan pemilih tidak bebas
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menentukan pilihannya; pe-
langgaran peraturan atau ke-
tentuan konstitusional ten-
tang pemilu yang berintegri-
tas; kegagalan sistemik dalam
penyelenggaraan pemilu.
Kemudian adanya laporan
pengamat independen inter-
nasional tentang penyimpan-
gan yang memengaruhi pro-
ses dan hasil pemilu; dan
ketidakpercayaan publik ter-
hadap pemenuhan pemilu
yang langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Fak-
tor-faktor ini juga yang di-
dalilkan pemohon ke MK.
Terkait dugaan pelanggar-
an Pilpres 2024, seorang ahli
yang dihadirkan pihak pemo-
hon menyoroti empat hal
penting yaitu jenis pelang-
garan yang diatur dalam Un-
dang-Undang Pemilu, kewe-
nangan MK memeriksa jenis
pelanggaran di luar yang di-
atur Undang-Undang Pemilu,
KPU sebagai penyelenggara
pemilu melakukan pelang-
garan dalam tindak lanjut
keputusan MK, serta kewe-
nangan MK mendiskualifi-
kasi peserta pilpres.
Undang-Undang Pemilu
hanya mengatur dua hal pe-
rihal pelanggaran TSM yaitu
politikuang dan pelanggaran
administratif. Namun dalam
fakta persidangan sebelum-
nya tentang PHPU (perseli-
sthan hasil pemilihan umum)
kepala daerah, MK pernah
pula memutus jenis pelang-
garan di Juar yang diatur un-
dang—undang, yaitu manipu-
lasi syarat pencalonan, politik
uang, politisasi birokrast, ke-
lalaian petugas, manipulas

suara, ancaman/intimidasi,
dan netralitas penyelenggara.
Juga dalam PHPU Pllpres
2019, MK pernah mem'erlksa
pelanggaran TSM di luar
yang diatur undang-undang,
yaitu ketidaknetralan apara-
tur negara, diskriminasi per-
lakuan hukum, penyalahgu-
naan birokrasi dan B?nhg\i],{_
APBN/program  pemerin-
tah/an/é)gaém BUMN, pem-
batasan kebebasan media/-
pers, DPT janggal, kekacauan
sistem informasi perhitungan
suara (Situng), dan 'pengln-
langan dokumen 'hasﬂ suara.
Walau saat diputus dalil
yang diperkarakan tidak ter-
bukti, Mahkamah menegas-
Kkan bahwa MK berwenang
melakukan peimeriksaan jenis
pelanggaran TSM di luar
yang diatur undgqg-undangk
Dengan demikian MK ta
hanya berWenz.mg.melinenksa
perlfcara kuantitatif yaltu per-
selisihan angka hasil pem;(lu,
melainkan Jugd memeriksa
perkara kualitatif yaitu jenis-
jenis pelanggaran v¢11l111g me-
i i proses pemiltl.
lmixk;ilgyg, jika mahkamah
ilai tel
g:fgg TSM sehingga prose'S
pilpres terselenggara secara
tidak adil, tidak jujur, dan cu_i
rang, maka pembatalan hasi

pemilu sangat dimungkinkan.

Diskualifikasi

Dalam tindak Janjut Putus-
an MK Nomor 90/ PPU-
XXI/2023 yang _melolosqu)nl
Gibran menjadi cawapres
Prabowo, ahli pemohon me-
nilai terdapat cacat pros'edt‘n'
yang dilakukan KPU berupa:

ah terjadi pelang- _
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menetapkan paslon 02 seba-
gai capres-cawapres peserta
pemilu sebelum mengubah
Peraturan KPU yang masih
mensyaratkan usia 40 tahun
bagi calon, serta tidak
melakukan konsultasi dengan
DPR yang menjadi kewajiban
KPU sebelum' mengubah
PKPU setelah keluarnya Pu-
tusan MK tersebut.

Padahal prosedur tersebut
menjadi penentu legalitas
prosedural agar Peraturan
KPU dinilai memenuhi syarat
konstitusional.

Di sisi lain KPU hanya me-
lakukan penyelarasan/revisi
sebagian terhadap beberapa
pasal PKPU perubahan, dan
tidak menerjemahkan secara
utuh dan lengkap dari isi Pu-
tusan MK Nomor 9o Tahun
2023. \

Jika argumen ini diterima
Mahkamah: untuk membe-
narkan dalil tidak sahnya
pencalonan Gibran sebagai
cawapres Prabowo maka bisa
saja Gibran didiskualifikasi
sebagai peserta pilpres.

Maraton sidang=sidang MK
akan berujung pada kemung-
kinan putusan: pengukuhan
pemenang pilpres versi KPU
karena semua proses dinilai
sah sesuai kaidah peraturan
dan konstitusi, pembatalan
hasil pilpres karena dinilai
sarat kecurangan sejak sebe-
lum, ketika ‘ berlangsung,
hingga setelah pemilihan
umum; Gibran didiskuali-
fikasi dan pilpres diulang de-
ngan cawapres baru men-
dampingi Prabowo Subianto,
atau paket capres-cawapres
02 didiskualifikasi dan paslon
o1 ditetapkan menjadi peme-
nang. Atau ada kemungkinan
Jain?

Legitimasi penyelenggara-
an, proses dan hasil pilpres;
ntegritas dan kredibilitas
lembaga-lembaga demokrasi,

Himbau

WNI di Iran dihim-
bau Kemenlu pulang
mandiri. !

- Bagi yang beren-
cana ke sana, lebih baik
tunda.

Kritik

MEGAWATI dikritik
usai ajukan "amicus cu-
riae" ke MK.

- Yang mengajukan
seharusnya  sahabat
pengadilan bukan yang
berperkara.

Al

BILL Gates: peker-
jaan di bidang energi al-
ternatif tak tergerus Al.

- Bisa jadi masukan
nih buat mereka yang
mau kuliah.

S Hghajan,
serta dinamika, stabilitas dan
peta kekuatan politik menjadi
pertaruhan dari Putusan MK
mendatang. i

Ia bisa saja menjadi keber-
lanjutan goyahnya marwah
demokrasi dan seluruh sendi-
sendinya, atau antiklimaks
yang mengembalikan keper-
cayaan bahwa hati nurani
masih bergema dalam kehi-
dupan demokrasi.

Namun demikian, apapun
hasilnya, termasuk jika para
hakim MK menilai bahwa
proses dan hasil pilpres de-
ngan segala kekurangannya
yang vulgar dan dikritisi ba-
nyak pihak adalah sah, para
pihak dan semua elemen
bangsa diharapkan menemu-
kan mekanisme ekuilibrium
yang tidak membawa nasib
bangsa dan negara ke dalam
keterpurukan yang lebih da-
lam, *¥*
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